BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR 49 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR 82 TAHUN 2020 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN

Menimbang

Mengingat

.a.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

bahwa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan, kinerja,
motivasi dan disiplin kerja, Pegawai Negeri Sipil diberikan
Tambahan Penghasilan berdasarkan hasil evaluasi jabatan
dengan menerapkan prinsip-prinsip keadilan, objektif,
transparan, dan konsisten serta mempertimbangkan
kemampuan keuangan Daerah;

bahwa pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai
di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran
telah diatur dan telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati
Pangandaran Nomor 82 Tahun 2020 sebagaimana telah
dubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 33
Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Pangandaran Nomor 82 Tahun 2020 tentang Tambahan
Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Pangandaran;

bahwa dalam upaya menjaga dan memperhatikan
kesejahteraan, kinerja, motivasi, dan disiplin PNS dengan
mempertimbangkan kondisi dan kemampuan keuangan
Daerah, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud
pada huruf b perlu diubah dan disesuaikan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Bupati Pangandaran Nomor 82 Tahun 2020 tentang
Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Pangandaran.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);



10.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang
Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5363);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5135) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun
2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6718);
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Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang
Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang
Pedoman Evaluasi Jabatan;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang
Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai
Negeri Sipil;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);
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Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang
Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan
Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 525);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang
Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi
Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 6 Tahun

2015 tentang Kinerja dan Disiplin Pegawai Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun
2015 Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah
Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran
Nomor 31) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor
10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten
Pangandaran Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10);

Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi
serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah
Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 44)
sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan
Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati
Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran
Tahun 2019 Nomor 70);

Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 82 Tahun 2020
tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah
Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 Nomor 84)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Pangandaran Nomor 33 Tahun 2021 tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 82 Tahun 2020
tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah
Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 33).



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI
PANGANDARAN NOMOR 82 TAHUN 2020 TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 82 Tahun
2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2020
Nomor 84) yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor
33 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran
Nomor 82 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran
Tahun 2021 Nomor 33), diubah sebagai berikut:

1. Di antara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 22A
sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22A

Pembayaran TPP yang belum dapat dibayarkan pada Tahun Anggaran
berjalan dapat dibayarkan pada Tahun Anggaran berikutnya.

Pasal 11
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 20 September 2021

BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/cap

H. JEJE WIRADINATA
Diundangkan di Parigi aait o "
alinan sesuai dengan aslinya
pada tanggal 20 September 2021 Kepala Bagian Hukum
SEKRETARIS DAERAH Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran
KABUPATEN PANGANDARAN,

Ttd/cap 1 ZJ\E
\
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